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Dalam upaya untuk menjamin rasa aman, adil. demokratis dan spjahiera
bagi Warga Megara Indonesia veng berada di luar negert maka Deportemen Loar
Megeri memberikan pelayanan serta perlindungan bagi TKI yang memerlukan
bantwan baik dari seai permasalaban ketenagakerjoan ataupun  permasalohan
hukum yang dihadapt TKI di luar negeri vang pelakzanaanya dialur dalam
Undang Undang Mo 37 Tahun 1999 dan Undang Undang N0 39 Tahun
2004 Masaleh vang akan dianalisis dalam tulisan ini tentang bagaimana proses
perjatuhan pidana mati terhadap Siti Aminah dan Juminem sehagai TKI vang
difatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Singapura dan bagaimuny tahapan
perlindungan bukum yang dapat diberikan oleh Departemen Luar Negeri terhadap
Siti Aminah dan Juminem yang  diancam Bukuman mati aleh Penpadifan
Singapura.Dalam tuliszn ini tipologi penefitian hukum yang dipunakan adalah
penelitian hukumn empiris dengan didukung aleh penelitian normatit. Penelitian
hukum empiris artinya untuk mendapatkan data dari permasalehan vang akan
diznalisis, penulis akan mengkaji penempatan, usaha perlindungan  dari
pemerintah Republik [ndonesin terhadap Siti Aminah dan Juminem yang
mendapat ancaman hukuman mali i luar negeri, Penelitian hukum normatif disini
berfungsi sebagai pendukung penclitian hukem cmpiris vang akan penulis
lakiskan. Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, diketabui bahwa KRRI
Singapura  memberikan  perlindungan  melalui bantuan  advokasi. Melalu
pengacara yang ditunjuk, maka KBRI Singapura akan berkoordinasi dengan
Penasehat Hukum terdakwa dan mengikuti peckembangan kasus dari awal
pemeriksaan terdakwa, pelaksanaan persidangan, keputusan  dijaluhkan cleh
Hakim mabkamah setempat, hingge pasca persidangzn. Berdasarkan hasil
wawancara dan penelitian melalsi data-data perkembangan kasus yong didapat.
Langkah-langkah perlindungan terhadep TKI dalam hal ini PLRT Juminetn dan
Siti Amineh dengan upava peclindungan antera Jain : Pendampingan pade san
pemerikspan, menitoring kasus (watching briel), bantuzn advokasi, konseling
psikologl, pendampingan keluargze, penunjukan pengacara, dan pendampingan di
persidangaan sampal selesai,

Kata kunei : Departemen Luar Negerd, Perlindungan, Tensga Kerja Indonesia,
Hukuman Mati.
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BAT L.
PENDAIIULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan  umum  pemerintah  mencgaskan  balwa penyelengraraan
hubungan luar neperi dan pelaksanaan politik luar neperi merppaken salzh szt
kompaonen ulama dalam memperuangkan Mepara Eesutvan Republik Indonesia
(MKRI). Penegusan ity mencerminkan kebutuhan pengembangan wawasan ke-
Indonesiaan, baik dalam konteks kewilayahan manpun kehanpssan, Pada tingkat
peleksanaan, efektifitas penvelengparaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan
palitik luar negeri memerlukan sinersi dan keterlibatan di antars seluruh stake
felders vang berwujud pada diplomasi tatal.

Interaksi yang diciplakan Indonesia dengan negara-negara letanpea dan
negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap
saling pengertizn dan menghermari di antara masyarakat hangsa-bangss. Tugas ini
dijelankan oleh pemerintah melalui tweas pokok dan fungsi pada Departemen
Luar Megeri Republik Indonesia sebagai Lembaga MNegara untuk menjalin dan
menjalankan diplomasi dengan pemerintah Megara Megera lain dan orpanisasi
internasional baik dalam kerangka Perseriloatan Bangsa Bangsa (PRB) maupun
aerganisasi di luar kerangka PRE,

Departemen Luar Negeri melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan
bentuk dari kegjasama international baik bilateral ataupun muliilateral. Visi dan

misi Departemen Luar Negeri Indonesia yang dimuat dalam situs resmi

: Ferry Adamhar,5h, LA, Makalzh Direkter Ferlindungnn W1 dan BHL Uipayer Perlindungan
T8 D Luger Megeri Dan Permisalahan Penen it Pengiviman T Ko Luor Nepey!,
20 Takurta.



Departemen Luar Neperi Indonesia yang menyatakan “Mefolnd diplomei o
et mewnfndian Indonesia wng bersary, fehil amen, adtl demokraiy dan
sefaliera”

Dalam upaya untuk menjamin tasa aman, adil, demokrats dan zejahtera
bagi Warga Megara Indonesia vang berada di lear negeri maka Departemen Luar
Megeri memberikan pelayanan seria petlindungan bagi TKI yang memerlukan
Banlzan baik dari scgi permasalzhan ketenagakerjoan staupun permasalahan
hukum wang dihadapi TKI di luar negeri vang pelaksanaanva distor dalam
Undang Undang No 37 Tahun 1999 den Undang Undang N0 39 Tahun 2004,

Departemen Luar Negeri memiliki peranan penting terhadap perlindunpan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) vang bekerja dari [uar negeri. Departemen Luar
Megeri melalui perwakilan diplomatik  den Lonsuler di negara akreditasi akan
memberikan bantuan berups bantuan hukum dan perlindungen terhadap TEI
dalam 3 tahapan, yait ™

1. Fasilitasi penyediazn lemhapa bantusn hukum df Provinsi sumber
utama TKI;
2. Kerja sama perwakilan BRI {termasuk perwakilan dagang BRI dj

Taiwan) dengan lpw firm setempat dj 11 negary penempaten TEI:

ad
v

Penugasan pejabat POLRI pada nepara penempatan TKI sesuaj
kebutuhan,
Karena banyaknya kendala yang dihadapi olch para TK] pada saat bekerja

di luar negeri. Sejalan dengen semakin meningkainya aktivitas ketenagakerjaun

¥ pp:
Fhist

? Instruks? Presiden No.08 Tahun 2006 Tentung Kebijakan Reformas Sistem Menempatan dan

Perlindungon Tennga Besja,



Indonesia di lusr nepert, maka beberapa dampakpen twrot menyemareklkon isu-su

pelayanan dan perlindungan tenaga kedja Indonesia df luar negerl, Permasalabhan

vang kerap dihadupai para T pada saat bekesja di luar negeri

.

k.

-

=

(aji tidak dibayar;

Melariken diri dari majikanftelantar

Pelecchan seksunl/pemerkasaan

Beban pekerjaan terlalu berat

Kecelakaan/sakitfmeningpal dunia

Pemearesan

Pelangzaran keimigrasian/overstaver/penyvalzhgunaan fjin tingpal
Perbedaan budava dan iklim menjadi penghambet dalam fubungan
antara TKI dengan majikannya

Tindak pidana, baik sebagei pelaku mavpun sebagai korban tindak
nindana

Deportasi akibat dari perbuatan melawan hukum

Juminem dan %iti Aminah adalah salah satu potret buram dari 69,494

Buruh Migran [ndonesia vang sast bekerja di Singapura®, Pada tanggal 4 Maret

2004, persidangan pertama Juminem dan Siti Aminah digelar, dan pitda saat inelah

Juminem dan Siti Aminah mengakui telah melskukan pesbunuhan terhadap Ms

—

Angg karena ingin bebas dasi segala penderitann lahic den batin, Pada 28 Maret
20 April 2005 sidang maraton digelar kembali, 44 saksi dihedirkan untuk

memberikan kesaksian atas peristiwa terbunuhnya Ms Ange. Dari kesaksian yang

% L]

* www.depliego.id, diakses pada tanggal 13 Febraari 2009, pukul 23:54;24
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tefah dilakukan, mayoritas saksi memberatkas dan mengarzh pada hukuman mati,
meski ada juga beberapa saksi yang menilsi balvwa pembunuhan ilu lerjadi karena
fatar belakang depresi amas perlakuan Ms Ange sebagei majikan. Sidang vonis
akan dijatuhkan dengan tuntutas meksimal hukuman mat).®

Di Singapura, hukuman mati mulai diberlakukan scjak singapura masih
berada di bawah kekuasaan Ingpris dan tetap diberlakuban dalom sistom hukum
Singapura ketika  Singapura merdeka pada tabun 1985 Hukumas mati
diancemkan terhadap tindak pidana pembunubian dan kejuhatan  narkotika,
Kejahatan yang juga diancam hukuman mati di Singapura, yaite pengkhianatan
terhadep negara, kejohatan terhadap Presiden, kepemiliken  senjara illceal,
penculikan dan menycbabkan sescorang vang tidak bersalah menjadi dihukum
karena kesahsizn pelsu, Tetapi dalem hukum Singapura itu sendiri terdapat
pembatasan untuk dilakukannya hukuman mat, vaitu hukuman mati tidak dapat
difakukan terhadap secrang wanita yang sedang hamil dan searang anak yang
berusia di bawah 18 tahun’

Pada tahun 1993, tercatat 34 putusan hukuman mat] dijatuhkan dan lebih
dari 50 terpidana mati di cksckusi, Pada tahun berikutnva, 1994, tercatat 19
putusen hukuman mati dijatuhkan dan 38 terpidana mati di eksckusi. sejak tzhun

1991, lebih darf 420 terpidana mati di eksckusi i singapura, Mavoritas dari

o r
St
" Binpapere, The death Pereliy: A Nidden toll of execntions™, From Amnesty Intermational,
Londor-United Kingdoim,
it dwe b amresty argdibrans Tndee NG AT A 3600 ) 20007 pendal=EANG-SG R
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terpidana mati tersebut adaleh terpidana dengan tudehon perdagangan narkatika
dan obat-obatan terlarang®

Singapura merupakan salah satu negara yang bersikukuh mempeartahankan
Rukuman meti. Dalam beberapa diskusi di lembaga-lembaga internasional, Dalam
Ronferensi Diplomatik 1998 vang membshas mengenai Statuta Roma, Singapura
memprotes  penghapusan hukuman mati. Argumen  Singapura menyatakan:
“Benik fdniman pasti akan berluhungon cengan tinghat kefahatan, Kita tldak
boles mempermainkan hak hidup dari seorang terpidana, sebalibmea, hak antuk
melindungi kovban juga tidak dapar dikesampingkan ™

Banyaknva para TED melakukan perbustan melawon hukum baik e
perdota maupun pidana di negars tempar T tersebot bekerja menimbulken
kewajiban bapi pemerintah Indonesiz entuk melakukan wpaya perlindungan,
Melalui Departemen Luar Negeri tertuang pada tupas pokok dan funesi Direkiort
Perlindungan WNI dan BHI, terutama melakukan koordinasi, perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan tcknis perdindungan hak WNI dan BHI di luar neperi, dan
penyelesaian  terhadap  WNI bermasalsh  serta mengurus pemulanganmya
beskoardinasi dengan instansi terkait di dalam negeri, Hal  tersebut berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 1999 Pasal 19, tentang
Hubungan Luar Negeri terutama pada Bab V, Perlindungan Fepada Warga

Mepara Indonesia ¢

e Death Penalty News Sanuary 2006, Sivgagore Eveciion for Orgy Trafficking”. From Amnesty
Intzrmational, London=United Kingdom, Mmﬂgnu_mm;‘mm.
a:ii;,p"-'hlpp,lD-—3’.'5EIﬁ5-l-1Tﬁﬁl].‘ld-:!'%{l.':l:lsepg:a:[D=1!31?4?32_|52Iﬂ-13.“!-]-i‘.-‘3 = _find,

fttpe e boamne sty arg ibrary Index ENGACTSI001 2006 P opend of = ENG-S0 1

* Hans Goran Franck, “The Barbaric Prusiseien: Abolishing the Death Penaly”, Marines Nijhoil
Publishers, Great Britain, 2003, hal. 120. hiteotwwaw hlopger comfpingt-

edlil, gFhlngI =37 306304 TEA05 S0A0RM K nos ID=223 [ TAT32100483 1473 - fins.




Pasal 19
Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban -

1} Memupuk persatuan dan kerkunen antara sesama warpa negara Indonesia
di Juar negeri;

2} Memberikan pengayoman, pe.rtmdung_an dan bamtuan hukum bagi
warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai den; an
peraturan perundang-undangan nasional serta hukum den kebinsaon
internasional,

Melalui Undang Undang tersebut Departemen Luar MNegeri memiliki
kewsjiban untuk melindungi Warga Nepara Indonesia yang berada di Juar negeri
vang pelaksanaanya dilaksenskan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Juar
negeri dan Kamer Dagang Ekenomi Indonesia (KDED) di Taipebh. Warza Negara
Indenesia Tuminem dan Siti Aminah yang diancam hukum dengan hukuman mati
di Singapura maka Deparemen Luar MNegeri Indonesia melalui KBRI di
Singapura melakukan wpaya perlingungan bagi TKI wang tertkena tuntutan
hukukman mati sesuai dengan prosedur dan perundang undangan vang berlaky,

Dari fakta — fakts tersebut,  penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dan menolis skripsi yang diberi judul “PERANAN DEPARTEMEN LUAR
NEGERI DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA YANG
MENDAPAT ANCAMAN HUKUMAN MATI DI LUAR NEGERI (STUDI
KASUS PERLINDUNGAN TERHADAP TERPIDANA MATI SITI
AMINAH DAN JUMINEM OLEH PENGADILAN TINGGI SINGAPURRA

TAHUN 2004)"



R

BABIV

PENUTUP

A, Kesimpulan

[

Perwakilan Republik Indonesia di fuar negeri mempunyai tugas pokok
mewakili dan memperjuangkan kepentingan Banpgsa, Megars, dan
Pemerintah Republik Indonesia sert melindengi kepentingan Warga
Megarn Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan
hubungan  kekonsuleran  dengan Megara  Penerima,  Untuk
melaksanakan tugas-fugas pokok tersebu sebagaimana  dimaksud
diatas, Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi Perlindusernn
terhadap kepentingan Warpa MNepara Indonesin dan Badan Hukum
Indonesin di wilayah  kerja Megara  Penerima.Salsh  saty tugas
Perwakilan RT di negarn akreditasi adalah memberikan perlindungan
kepada warga Negara Indonesia {WNI). Hal ini sejalan den gan amarnah
Undang-Undang Momor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan  Luar
Negeri. Berkaitan  dengan gas perlindungan tersebut, Bidang
Ronsuler KBRI Singapura sebagai unit pelaksana dalam perlindungan
WNT telah mengidentifikasi masalah dari bentuk perlindungas W dj
Singapura. Dari  laporan mengenai WNI wvang  ditenima KDRI
Singapura, tercatat balwa WNI yang bekerja sebagai Penata Laksana
Rumah Tanpga (PLRT) merupakan komponen mesyarakat Indonesia

di Singapura vang paling bermasalah, Masalah-masalah yang scring

a6
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dihadapi mereka adalah peivcehan seksval, kekekermsan fisik, tidak

dibayar gaji, hingge tuntutan dirmeka hukum sefempat,

- Khusus bagi PLRET vang dituntut dimuks hukum, EBRT Singopura

memberikan  perlindungan  melaly hantuan  advokasi.  Melalui
pengacara vang ditunjuk, maka KER] Singapura akan herkoordinasy
dengan Penaschat Hukum terdakws dan mengikuti perkembangan
kasus darl awal pemeriksaan terdakwa, pelaksanaan persidangan,
keputusan dijatuhkan oleh Hakim mahkamah setempat, hingza pasca
persidangan Menyangkut kasus PLET juminem dan siti aminah wang
menjadi objek penelitian dalam penulisen skripsi ini, berdasarkan hasi)
wawancara dan penelitian melniui data-data perkembangan kasus vang
disampaikan Kasubdin Penpawasan Kensuler Direktorat PWNLPRH]
(Perlindungan  Warga Wegara  Indonesia  Dan Bantuan  Hukum
Indonesia) menjelaskan hahwa KBRI Singapura dan PPTKIS PT.
Bima Mapan Mandiri telah melakukan fangkah-langkah perlindungan
terhadap WNT dalam hal ini PLRT Juminem dan Siti Aminah dengan
upaya perlindungan sebagai berikut -

a. Pendampingan pada saat pemeriksaan

b. Monitoring kasus {watching bricf)

€. Dantuan advokasi

d. Konseling psikalogi

¢. Pendampingan keluargs

f. Penunjukan pengacars

97
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